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ABSTRAK 

ANALISIS PENGAWASAN KOSMETIK ILEGAL OLEH  

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  

(BBPOM) DI PEKANBARU 

 

Oleh: 

Nursyahadah 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya kosmetik ilegal/tanpa izin edar 

yang beredar. Terdapat dua tujuan dalam penelitian ini yaitu : 1) untuk 

mengetahui pengawasan terhadap kosmetik ilegal yang dilakukan oleh Balai 

Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru, 2) untuk 

mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan 

pengawasan terhadap kosmetik ilegal. Jenis penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan 

studi dokumentasi. Informan dari penelitian ini terdiri dari Staff Bagian 

Penindakan, Staff Bagian Informasi dan Komunikasi, pelaku usaha serta 

masyarakat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengawasan kosmetik 

ilegal yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) 

di Pekanbaru belum optimal. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

(BBPOM) di Pekanbaru melaksanakan fungsi pengawasan sebelum beredar yang 

meliputi menetapkan standar produk kosmetik dan juga pengawasan setelah 

beredar yang meliputi tindakan penilaian serta melakukan tindakan perbaikan. 

Selain itu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan juga melakukan kerja sama 

dengan instansi terkait diantaranya dengan Kepolisian, Bea Cukai, dan Dinas 

Kesehatan. Hanya saja masih ada beberapa hambatan diantaranya kurangnya 

Sumber Daya Manusia, intensitas pengawasan yang belum efektif serta 

kurangnya partisipasi dan kesadaran dari masyarakat. 

 

Kata Kunci: Pengawasan, BBPOM, Kosmetik Ilegal 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pemerintah Indonesia atau Presiden membentuk sebuah badan 

yang diberikan tugas tertentu dalam hal pengawasan terhadap obat dan 

makanan yang disebut dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

(BBPOM). Badan ini dikoordinasikan oleh menteri Kesehatan dan menteri 

Kesejahteraan Sosial yang diserahkan tugas pengawasan peredaran obat 

dan makanan di Indonesia, yang dibentuk di masing-masing provinsi 

diseluruh Indonesia.  

Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) adalah 

lembaga pemerintah nonkementerian yang berfungsi dalam melakukan 

pengawasan terhadap obat-obatan dan makanan dimasyarakat. Menurut 

Perpres No. 80 Tahun 2017, BBPOM adalah lembaga pemerintah 

nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

Pengawasan Obat dan Makanan berada di bawah dan bertanggungjawab 

kepada presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kesehatan, dan dipimpin oleh kepala BBPOM.  

Perpres ini menegaskan, BBPOM mempunyai tugas 

menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan Obat dan 

Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat 

dan Makanan sebagaimana dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, 
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narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen 

kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan, bunyi pasal 2 ayat (2) Perpres ini.  

BBPOM RI dalam melaksanakan tugasnya memiliki Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) diseluruh wilayah Indonesia, salah satunya 

BBPOM di Kota Pekanbaru. Berdasarkan peraturan Kepala BBPOM RI 

Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 

Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dijelaskan 

cakupan wilayah kerja BBPOM di Kota Pekanbaru meliputi: Kota 

Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 

Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten 

Siak, dan Kabupaten Kepulauan Meranti. 

Kosmetika menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 

1175/MENKES/VIII/2010, tentang Izin Produksi Kosmetika, kosmetika 

adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada 

bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ 

genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk 

membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau 

memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada 

kondisi baik (Permenkes, 2010).  

Pada dasarnya tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus 

defenisi tentang “kosmetika ilegal”, melainkan hanya didefeniniskan 

kosmetik sebagaimana ketentuan diatas akan tetapi konstruksi pengetian 
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kosmetik ilegal dapat dimaknai atau diartikan berdasarkan ketentuan 

peraturan kepala BPOM RI No. HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 

tentang pegawasan produksi dan peredaran kosmetik, yang menegaskan 

bahwa suatu produk kosmetik yang diedarkan wajib memenuhi standar 

dan persyaratan keamanan, manfaat, mutu, penandaan, klaim dan 

notifikasi. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa suatu produk kosmetik 

dapat dikatakan sebagai produk kosmetik “ilegal” adalah apabila produk 

kosmetik yang diproduksi, diedarkan, atau diperdagangkan tidak 

memenuhi standar keamanan, manfaat, dan mutu sehingga membahayakan 

pengguna produk, mengandung bahan berbahaya dan merugikan ekonomi 

negara karena tidak memiliki izin edar sebagaimana yang ditentukan 

peraturan perundang-undangan. Suatu kosmetik dapat dikatakan legal 

apabila kosmetik tersebut memenuhi ketentuan yang terdapat di BPOM 

yaitu, kemasan, izin edar dan kedaluwarsa. 

Peredaran produk obat dan makanan harus diawasi oleh pemerintah 

sebagai bentuk upaya dalam melindungi kesehatan masyarakat, agar 

produk-produk yang tidak layak konsumsi atau tidak memenuhi standar 

tidak lagi beredar. Beredarnya kosmetik ilegal tentu saja telah melanggar 

hak konsumen yang terdapat pada pasal 4 Ayat (1) huruf a Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak atas 

kenyamanan, keamanan, keselamatan, dalam mengkonsumsi barang dan 

jasa. Karena konsumen memiliki hak penuh untuk mendapatkan 

perlindungan.  
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Salah satu bentuk pelanggaran UU tersebut yaitu produk kosmetik 

dengan kandungan merkuri masih banyak beredar dan banyak dijumpai di 

pasaran. Produk kosmetik berbahaya yang mengandung merkuri ini tentu 

tidak memiliki izin edar dikarenakan tidak memenuhi ketentuan yang 

berlaku. Kosmetik dikatakan ilegal apabila kosmetik tidak memiliki izin 

edar dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) baik buatan 

Indonesia maupun luar negeri dan tidak sesuai dengan ketentuan baik 

persyaratan mutu, keamanan, kemanfaatan, dan dapat merugikan 

masyarakat. Produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya 

biasanya di pasarkan dengan harga yang murah. Selain itu, produk 

kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya ini memang 

memberikan efek yang cepat dirasakan bagi penggunanya tetapi 

berdampak buruk bagi kesehatan apabila digunakan dalam jangka panjang. 

Pengawasan kosmetik ilegal ini menjadi sangat penting mengingat 

di era globalisasi maraknya perekonomian yang semakin bebas antara 

penjual dan pembeli. Pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM memiliki 

tujuan yaitu meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan 

ketentuan sarana dan promosi kosmetik sebagai berikut : 

1. Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetik  

Pemeriksaan sarana produksi kosmetik dilakukan untuk 

dapat mengetahui kepatuhan pelaku usaha yang bergerak dalam 

bidang pembuatan kosmetik terhadap persyaratan regulasi 

kosmetik sehingga produk kosmetik yang dihasilkan senantiasa 
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mengedepankan asas keamanan, kemanfaatan dan mutu. 

Tabel 1.1  

Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetik Tahun 2019 – 2021 

 

Tahun 
Jumlah sarana 

yang Diperiksa 

 

MK 

 

TMK 

2019 365 290 75 

2020 308 248 60 

2021 355 242 113 

Sumber : Laporan Tahunan BBPOM 

Tabel 1.2 

Rincian TMK Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika 

Tahun 2019 – 2021 

 

 

Tahun 

Jumlah 
Sarana 

Produksi 

yang 

TMK 

Rincian TMK 

Memproduksi 

Kosmetik 

Mengandung 

Bahan 

Berbahaya (BB) 

Memproduksi 

Kosmetik 

Tanpa Izin 

Edar (TIE) 

Belum 

Menerapkan 

Aspek CPKB 

secara Konsisten 

2019 75 1 17 57 

2020 60 2 21 37 

2021 113 0 33 80 

  Sumber : Laporan Tahunan BBPOM 

Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh 

Badan POM, diketahui bahwa masih banyak sarana produksi 

kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan. Jumlah temuan 

sarana yang TMK pada tahun 2020 mengalami penurunan yang 

signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Pelanggaran yang 

paling banyak dilakukan adalah pelanggaran terhadap aspek Cara 

Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB). Temuan ketidak sesuaian 

terhadap aspek CPKB ini tiap tahunnya cenderung tinggi dan 
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berulang. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha masih 

kesulitan dalam mematuhi aspek CPKB yang dapat disebabkan 

oleh adanya ketidakmauan, ketidakmampuan, dan ketidakpahaman 

pelaku usaha kosmetika.  

2. Pengawasan Sarana Distribusi Kosmetika  

Pengawasan sarana distribusi kosmetika dilakukan untuk 

mengawasi produk kosmetika yang beredar di pasaran. 

Pemeriksaan ini dilakukan meliputi pemeriksaan terhadap sarana 

importir, distributor, agen, swalayan, apotek, toko obat, klinik 

kecantikan, salon dan spa, stokis Multi Level Marketing (MLM) 

hingga retail /pedagang eceran. Perkuatan pengawasan kosmetik 

yang dilakukan di peredaran diharapkan dapat meningkatkan 

jumlah kosmetik yang memenuhi persyaratan keamanan, 

kemanfaatan dan mutu yang beredar dan digunakan oleh 

masyarakat. 

    Tabel 1.3 

Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik 2019-2021 

 

Tahun 
Jumlah Sarana Distribusi 

yang Diperiksa 

 

MK 

 

TMK 

2019 7048 5062 1986 

2020 7467 4570 2897 

2021 3561 3190 371 

 

 

 

 



7 

 

Tabel 1.4 

Rincian TMK Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi 

Tahun 2019 – 2021 

Tahun 

Jumlah 

Sarana yang 

TMK 

Rincian TMK 

TIE/BB Rusak/ED 

2019 1986 1751 235 

2020 371 371 0 

2021 2897 2540 357 

Sumber: Laporan Tahunan 2020 Direktorat Pengawasan 

Kosmetik 

Pada tahun 2020, adanya pandemic Covid-19 yang melanda 

seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia mempengaruhi kegiatan 

pengawasan kosmetik di peredaran, sehingga jumlah sarana  

distribusi kosmetik yang diawasi mengalami penurunan yang 

cukup signifikan. Dari hasil pengawasan sarana distribusi yang 

dilakukan terdapat penurunan persentase sarana distribusi kosmetik 

yang TMK. Penurunan ini dapat dimungkinkan terjadi karena tidak 

dilakukannya Aksi Penertiban Kosmetik tahun 2020 seperti pada 

tahun-tahun sebelumnya yang disebabkan oleh pandemic Covid-19. 

Pemeriksaan sarana distribusi yang dilakukan pun dilakukan 

berdasarkan analisis resiko.  

3. Intensifikasi Pengawasan Promosi Kosmetik di Era Digital 

Target pengawasan iklan lebih difokuskan pada media 

daring yaitu marketplace, media sosial dan website serta pada 

media televisi. Hal tersebut mempertimbangkan perubahan pola 

peredaran kosmetik dari media konvensional ke media daring. 

Bahkan dengan terjadinya pandemi COVID-19 yang membatasi 
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interaksi secara langsung, maka berdampak pada peredaran iklan 

kosmetik di media daring semakin meningkat. 

Hasil pengawasan iklan kosmetik yang dilakukan oleh UPT 

Badan POM dilaporkan secara rutin setiap bulan ke Direktur 

Pengawasan Kosmetik untuk diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai 

dengan ketentuan. 

Tabel 1.5  

Hasil Pengawasan Iklan Kosmetik 2019-2021 

Tahun  Mk TMk 

2019 90,18% 9,82% 

2020 80,11% 19,89% 

2021 96,28% 4,75% 

Sumber : Laporan Tahunan BBPOM 

Hasil pengawasan iklan kosmetik tahun 2020 menunjukkan 

bahwa  jumlah iklan kosmetik yang Memenuhi Ketentuan (MK) 

menurun dari tahun sebelumnya. Penurunan iklan kosmetik yang 

Memenuhi Ketentuan (MK) terjadi karena pergeseran target media 

iklan yang diawasi, dari media konvensional ke media 

digital/daring. Pembuatan iklan di media daring lebih mudah dan 

lebih ekonomis dibandingkan dengan membuat iklan di media 

konvensional, namun berpotensi munculnya klaim yang 

dilarang/klaim yang menyesatkan maupun iklan kosmetik yang 

Tanpa Izin Edar. 
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Tabel 1.6  

Persebaran iklan TMK di berbagai media 

Media daring 84% 

Media cetak 12% 

Media televise 4% 

Sumber : Laporan Tahunan BBPOM 

Temuan pelanggaran iklan kosmetik terbesar pada media 

daring yaitu media sosial Instagram dan Facebook serta diikuti 

oleh beberapa marketplace. Dalam rangka meningkatkan 

efektivitas pengawasan penandaan dan iklan kosmetik, diperlukan 

persamaan persepsi antara petugas pusat dan daerah sehingga 

menghasilkan keputusan hasil pengawasan yang tepat. Mengingat 

penandaan dan iklan kosmetik tidak dilakukan evaluasi pre market, 

maka berpotensi menimbulkan perbedaan keputusan hasil 

pengawasan yaitu Memenuhi Ketentuan atau Tidak Memenuhi 

Ketentuan. 

BBPOM Kota Pekanbaru melakukan pengawasan meliputi 

pengawasan mutu serta keamanan dan kemanfaatan kosmetik melalui 

sampling produk kosmetik, melakukan pemeriksaan sarana distribusi 

kosmetik, serta melakukan pengawasan iklan dan label kosmetik. 

Pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Kota Pekanbaru pada tahun 

2019-2021 yaitu sebagai berikut : 

1. Pengawasan Mutu dan Kemanfaatan Kosmetik 

BBPOM Kota Pekanbaru melakukan pengawasan mutu, 

keamanan dan kemanfaatan kosmetik yang meliputi sampling 
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produk kosmetik. Rencana sampling tahunan kosmetika untuk 

tahun 2021 adalah sebanyak 904 sampel. Target balai sebanyak 

271 (30%) sampel. Capaian sebanyak 904 sampel (100,00%), 

dengan rincian kategori surveilans sebanyak 452 (50%) sampel, 

kategori compliance sebanyak 183 (20%) sampel dan kategori 

balai sebanyak 269 (29,75%) sampel. 

Pada tahun 2019 rencana sampling tahunan sampel 

kosmetik adalah sebanyak 649 sampel. Kategori surveilans yang 

harus disampling sebanyak 50% (325 sampel) dan kategori 

compliance 50% (324 sampel). BBPOM juga menemukan produk 

Green Tea Massage Oil yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) 

Label yaitu produk mencantumkan nomor notifikasi yang tidak 

sesuai dengan nomor notifikasi yang terdaftar. 

Sedangkan pada tahun 2020, rencana sampling tahunan 

sampel kosmetika sebanyak 366 sampel. Kategori yang diargetkan 

sebanyak 84 (100%)  sampel dan kategori acak sebanyak 282 

(100%) sampel. Capaian sebanyak 366 sampel (100,00%). 

2. Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik 

Pemeriksaan sarana distribusi kosmetik pada tahun 2021 

dilakukan terhadap 216 (101,41%) sarana dari yang ditargetkan. 

Hasil pemeriksaan menunjukkan 159 (73,61%) memenuhi 

ketentuan sedangkan 57 (26,39%) sarana tidak memenuhi 
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ketentuan. 

Pada tahun 2019 terdapat 523 sarana disribusi kosmetik 

yang terinventarisir di Provinsi Riau dengan target 100 (19,12%) 

sarana. Pemeriksaan sarana distribusi kosmetika dilakukan 

terhadap 108 (108%) sarana dari yang ditargetkan. Hasil 

pemeriksaan menunjukkan 59 sarana (54,63%) memenuhi 

ketentuan sedangkan 49 sarana (45,37%) tidak memenuhi 

ketentuan. 

Sedangkan pada tahun 2020 pemeriksaan sarana distribusi 

terdapat 523 sarana, dengan target sebanyak 69 (13,19%) sarana. 

Hasil pemeriksaan menunjukkan 49 (71,01%) sarana memenuhi 

ketentuan, sedangkan 20 (28,99%) sarana tidak memenuhi 

ketentuan. 

Pelanggaran yang dilakukan adalah ditemukannya 

kosmetika yang tidak memiliki izin edar (ilegal), mengandung 

bahan berbahaya dan kedaluwarsa. Tindak lanjut yang dilakukan 

oleh BBPOM Kota Pekanbaru adalah dimusnahkan ditempat oleh 

pemilik dengan disaksikan oleh petugas dan ditindaklanjuti dengan 

membuat surat peringatan dan peringatan keras. 

3. Pengawasan Iklan dan Label 

Iklan kosmetik melalui media cetak, media luar ruang, 

leaflet/brosur sepanjang tahun 2021 adalah sebanyak 782 iklan, 

683 iklan memenuhi syarat dan 99 iklan tidak memenuhi syarat. 
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Lalu pengawasan iklan dan label kosmetika yang diawasi 

sepanjang tahun 2019 adalah sebanyak 127 label, 68 memenuhi 

ketentuan (53,53%) dan 59 tidak memenuhi ketentuan (46,46%). 

sedangkan pengawasan iklan kosmetika melalui media cetak, 

media luar ruang leaflet/brosur totalnya sebanyak 188 iklan, 75 

iklan memenuhi syarat (39,9%) dan 113 iklan tidak memenuhi 

syarat (60,1%). 

Sedangkan pengawasan iklan dan label kosmetik selama 

tahun 2020 melalui media cetak, media luar ruang dan 

leaflet/brosur adalah sebanyak 641 iklan, 392 ((61,15%) iklan 

memenuhi syarat dan 249 (38,85%) iklan tidak memenuhi syarat. 

Sedangkan pengawasan label kosmetik dilakukan terhadap 353 

produk kosmetik, 262 (74,22%) label produk memenuhi ketentuan 

dan 91 (25,78%) label produk tidak memenuhi ketentuan. 

Pada tanggal 4 februari 2020 Badan BPOM Pekanbaru 

melakukan penindakan terhadap sebuah rumah dan gudang yang 

digunakan untuk menyimpan berbagai macam kosmetik TIE 

(Tanpa Izin Edar), ditemukan kosmetik TIE yang terdiri dari 121 

jenis item. Barang bukti yang ditemukan oleh petugas BBPOM di 

Pekanbaru memiliki nilai sebesar Rp. 971.621.847. Diduga terjadi 

pelanggaraan terkait mendistribusikan. Sediaan farmasi berupa 

kosmetika TIE sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 Jo. Pasal 

106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.  



13 

 

Kemudian pada 4 Maret 2020 dilakukan penindakan 

terhadap sebuah rumah kontrakan yang berada di daerah Tampan, 

Pekanbaru. Berdasarkan hasil penindakan tersebut, memperoleh 41 

macam barang bukti yang terdiri dari 9247 pcs barang. Penemuan 

tersebut senilai sekitar Rp. 243.259.000, penindakan dilakukan 

secara bersama-sama oleh BBPOM di Pekanbaru. Dinas Kesehatan 

Kota Pekanbaru, Satpol PP Provinsi Riau, dan Ditreskrimsus 

POLDA Riau. 

Sedangkan pada tahun 2021 banyak ditemukan produk kosmetik 

TIE dan mengandung bahan berbahaya yang harus diwaspadai. Berikut 

adalah beberapa nama/merek produk kosmetik berbahaya yang 

mengandung bahan berbahaya adalah : 

Tabel 1.7 

Nama/merek produk kosmetik 

berbahaya yang mengandung merkuri 

No Nama/merek Produk Status Pelanggaran 

1 Temulawak New Day & Night Cream 

Beauty Whitening Cream-Night 

Kosmetik Ilegal & berbahaya 

2 Natural 99 Vitamin E Kosmetik Ilegal & Berbahaya 

3 HN Kosmetik Ilegal & Berbahaya 

4 SP Special UV Whitening Cream Kosmetik Ilegal & Berbahaya 

5 Pemutih Dokter Kosmetik Ilegal & Berbahaya 

6 Diamond Cream Kosmetik Ilegal & Berbahaya 

7 Ling Zhi Vitamin E Kosmetik Ilegal & Berbahaya 

8 Night Cream SJ Sin Jung Kosmetik Ilegal & Berbahaya 

9 Tabitha Daily Cream & Nightly Cream Kosmetik Ilegal & Berbahaya 

Sumber: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

Pada tahun 2022, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

(BBPOM) Pekanbaru kembali menemukan kosmetik ilegal sebanyak 179 

jenis dan sebanyak 1.043 buah dengan nilai ekonomi mencapai Rp. 
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5.792.500. penemuan ini dilaporkan langsung oleh masyarakat melalui 

telepon seluler. Kepala BBPOM Pekanbaru mengatakan bahwa 

masyarakat merupakan salah satu pilar penting untuk mendukung 

pengawasan yang paripurna, peran aktif masyarakat salah satunya adalah 

melalui pelaporan apabila melihat atau menemukan produk obat dan 

makanan yang tidak sesuai ketentuan. Penemuan ini ditindak lanjuti oleh 

BBPOM, pemilik menyerahkan kepada petugas untuk dilakukan 

pemusnahan dan dikenakan sanksi peringatan keras. Pemilik juga 

membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan pelanggaran, jika masih 

mengulangi dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur di UU No. 36 

Tahun 2009 tentang kesehatan. 

Masyarakat sebagai pengguna kosmetik mempunyai hak dalam 

pelaporan mengenai kosmetik ilegal dengan cara mengikuti ketentuan 

yang berlaku. Masyarakat dapat melakukan pelaporan dari media, 

misalnya melalui instagram, twitter, facebook, whatsapp, dll. Cara 

penyampaian pelaporan yaitu, setelah memilih media yang akan diakses, 

pelaporan harus dilakukan dengan cara yang baik dan gunakan Bahasa 

Indonesia yang jelas dan tertata. Lalu mengonfirmasikan identitas diri dan 

nomor telepon yang bisa dihubungi jika nantinya BBPOM membutuhkan 

klarifikasi. 
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Form Pengaduan Masyarakat Kepada BPOM 

 

Dari uraian diatas, meski BBPOM Kota Pekanbaru telah 

melakukan berbagai pengawasan dan pemeriksaan, serta telah melakukan 

penemuan dan penindakan, kosmetik ilegal masih banyak beredar 

dipasaran. Dimana kosmetik ilegal dapat menyebabkan gangguan 

kesehatan tubuh maupun kulit bagi penggunanya yang dikarenakan 

ketidakjelasan komposisi serta zat-zat yang terkandung didalamnya.  

Adapun zat berbahaya yang sering ditemukan dalam kosmetik yang tidak 

memiliki izin edar diantaranya yaitu merkuri, rhodamin B, hidrokinon 

serta asam retinoat yang jika digunakan dapat menyebabkan gangguan 

fungsi hati, iritasi, hiperpigmentasi, membuat rasa terbakar pada kulit, 

kanker kulit, serta bersifat karsinogenik dan teratogenic. Penggunaan 

kosmetik ilegal juga bisa berdampak pada kematian. 

Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah disebutkan diatas, 

maka penulis memutuskan perlunya melakukan penelitian dengan judul 
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“Analisis Pegawasan Kosmetik Ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat 

dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru”. Penelitian ini penting untuk 

dilakukan mengingat banyak beredarnya produk kosmetik ilegal dan 

berbahaya, tidak memiliki izin edar, dan tidak melalui uji lab dari BBPOM 

sehingga tidak ada jaminan keamanan terhadap produk yang akan 

dikonsumsi oleh konsumen. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM terhadap 

kosmetik ilegal di Kota Pekanbaru? 

2. Apa saja hambatan-hambatan dalam melakukan pengawasan 

kosmetik ilegal oleh BBPOM di Kota Pekanbaru? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarksn uraian diatas maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan BBPOM terhadap 

kosmetik ilegal di Kota Pekanbaru 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam melakukan 

pengawasan kosmetik ilegal di Kota Pekanbaru 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat berguna dan 

bermanfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah pengembangan ilmu administrasi yang berhubungan 

dengan pengawasan serta dapat memperkaya wawasan ilmu 

pengetahuan terhadap kosmetik ilegal yang ada di Kota Pekanbaru 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

berguna kepada pemerintahan daerah dalam upaya melakukan 

pengawasan khususnya pada kosmetik ilegal yang ada di Kota 

Pekanbaru 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Dalam penelitian ini adapun sistematika penulisan ini meliputi: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini, penulis menguraikan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan diakhiri 

dengan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menguraikan kajian teori tentang konsep 

pengawasan, BBPOM, kosmetik ilegal, pandangan islam 
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terhadap konsep penelitian serta kajian terdahulu yang relevan 

dengan penelitian dan kerangka berfikir yang digunakan dalam 

penelitian.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menjabarkan tentang tipe atau jenis penelitian, 

lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi 

dan sampel, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis 

data. 

 BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

Pada bab ini penulis memaparkan gambaran umum penelitian 

mulai dari kota Pekanbaru sebagai tempat keberadaan Balai 

Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru, 

baik dari letak geografisnya sampai masyarakatnya, serta 

memaparkan tentang Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

(BBPOM) di Pekanbaru, baik dari sejarahnya, Visi dan Misi, 

Tujuan, Tugas dan Struktur Organisasi Balai Besar Pengawas 

Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru.  

 BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis menjelaskan hasil dari penelitian yang 

telah dilaksanakan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. 

Mulai dari pengawasan terhadap kosmetik ilegal yang 
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dilaksanakan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

(BBPOM) hingga faktor yang menjadi penghambatnya. 

 BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini penulis memaparkan kesimpulan dari penelitian 

yang telah dilaksanakan serta saran penulis untuk Balai Besar 

Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru agar 

kedepannya bisa lebih optimal dalam melaksanakan 

pengawasan terhadap kosmetik ilegal yang beredar. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Manajemen Publik 

Manajemen publik adalah ilmu pengelolaan, perencanaan, dan 

pelaksanaan seluruh fungsi yang berhubungan dengan sumber daya 

manusia, informasi, politik hingga keuangan pada sektor publik. 

Pengelolaan utama dari manajemen publik adalah pemerintahan beserta 

seluruh stafnya. Dimana hal utama dalam manajemen ini adalah 

merencanakan strategi yang dapat menyelesaikan masalah yang ada di 

lingkungan eksternal dan internal pemerintahan. 

Menurut Nur Ghofur (2014), mangartikan bahwa manajemen 

publik adalah manajemen pemerintah. yang artinya manajemen publik 

juga bermaksud untuk perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan 

terhadap pelayanan kepada masyarakat. 

Sedangkan menurut Shafridz dan Russel (dalam Keban, 2008:93) 

manajemen publik diartikan sebagai upaya seseorang untuk 

bertanggungjawab dalam menjalankan suatu organisasi, dan pemanfaatan 

sumber daya guna mencapai tujuan organisasi. 

Selanjutnya menurut Overman (dalam Keban 2004:85) 

mengemukakan bahwa manajemen publik bukanlah “scientific 

manajement”, meskipun sangat dipengaruhi oleh “scientific manajement”. 

Manajemen publik bukanlah “policy analysis”, bukanlah juga administrasi 

publik, merefleksikan tekanan-tekanan antara orientasi politik kebijakan di 
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pihak lain. Manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-

aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi 

manajemen seperti planning, organizing dan controlling satu sisi, dengan 

SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik disisi lain. 

Secara umum, manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu dan 

pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi 

dan pengorganisasiannya, pergerakan, serta pengendalian atau 

pengawasan. 

Sedangkan secara etimologis, manajemen merupakan seni untuk 

melaksanakan dan mengatur. Manajemen ini juga dilihat sebagai ilmu 

yang mengajarkan proses mendapatkan tujuan dalam organisasi, sebagai 

usaha bersama dengan beberapa orang dalam organisasi tersebut. 

Dalam suatu organisasi tentu diperlukan manajemen untuk 

mengatur proses penyelenggaraan organisasi untuk mencapai tujuan dari 

organisasi tersebut. pada instansi pemerintah khususnya menyangkut 

pelayanan publik, tentu diperlukan manajemen yang efektif dan efisien 

agar tercapai tujuan dari pelayanan itu sendiri yakni kepuasan masyarakat. 

Hasibuan (2010:9) mengatakan, “manajemen adalah ilmu dan seni 

mengatur proses pemanfaatan Sumber Daya Manusia dan sumber daya 

lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu”. 

Menurut Handoko (2012:8) manajemen adalah proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota 



22 

 

organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai 

tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 

Lalu menurut Siagian (2002:12), manajemen sangat dibutuhkan 

dalam kehidupan organisasi dengan tiga alasan pokok yaitu : 

1. Untuk mencapai tujuan organisasi. 

2. Menjaga kesinambungan antara tujuan-tujuan, sasaran-

sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari 

pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi. 

3. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. 

Selanjutnya menurut Luther Gulick dalam Sulastri (2014:11) 

manajemen dimaksud menjadi suatu bidang pengetahuan yang secara 

sistematik berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja 

sama. 

Lalu menurut Mardalena dan Sarinah (2017:7), manajemen adalah 

suatu proses dalam rangka mencapai tujuan dengan bekerja bersama 

melalui orang-orang dan sumber daya organisasi lainnya. 

Sedangkan menurut Terry dalam Nawawi (2011:54), ada empat 

fungsi manajemen yang banyak dikenal masyarakat yaitu fungsi 

perencanaan (planning), fungsi pengorganisasian (organizing), fungsi 

pengarahan (actuating) , dan fungsi pengendalian (controlling). 
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2.2 Pengawasan 

2.2.1 Konsep Pengawasan 

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan 

pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang 

diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. 

Pengawasan merupakan proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas 

yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengawasan 

pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya 

kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan 

dicapai. 

Usman Effendi (2014:138) mengemukakan bahwa pengawasan 

merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apa pun 

kegiatan pekerjaan, tanpa adanya dilaksanakan pengawasan pekerjaan itu 

tidak dapat dikatakan berhasil. 

Sedangkan Irham Fahmi (2012:84) mengatakan bahwa 

pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara suatu 

organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh 

mendukung terwujudnya visi dan misi suatu organisasi. 

Menurut S, P Siagian dalam Dwi Puspita Sari  (2011) pengawasan 

adalah proses pengamatan pelakasanaan seluruh kegiatan organisasi untuk 

menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai 

dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. 
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Sedangkan menurut Manullang (2012:16), pengawasan adalah 

suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang harus dilakukan, 

menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan 

pekerjaan sesuai dengan rencana. 

Adapun pengawasan menurut Ndraha (2003;200) ialah 

pengawasan itu selalu preventif, yaitu sebelum terjadi, dan bukanlah 

setelah sesuatu terjadi. Sedangkan menurut Sujamto (2002;19) 

pengawasan adalah “Segala sesuatu atau kegiatan untuk mengetahui dan 

menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau 

kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak”. 

Berdasarkan deskripsi pengertian pengawasan yang tersaji 

diperoleh suatu konsep pemahaman bahwa perlu dilakukannya suatu 

pengawasan yang dilakukan secara rutin ataupun berkala oleh pimpinan 

atau orang yang mempunyai wewenang untuk melakukan pemantauan, 

pemeriksaan, penilaian dan perbaikan. 

Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan 

kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan secara efektif dan efisien. Melalui pengawasan akan tercipta 

suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi 

mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan 

juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan 

sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja 

tersebut. 
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Menurut Manullang (2012:184) dalam melaksanakan tugas 

pengawasan untuk mempermudah proses pelaksanaannya dalam merealisir 

tujuan harus dilalui beberapa fase atau urutan yaitu : 

1. Menetapkan alat pengukur (standard) 

Untuk mengukur atau menilai pelaksanaan pekerjaan bawahan. 

Maka harus mempunyai alat pengukur atau standar penilaian. 

Standar harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum bawahan 

melaksanakan pekerjaan dan bawahan perlu mengetahui benar alat 

pengukur atau standar yang digunakan oleh atasan untuk menilai 

pekerjaannya. Agar alat pengukur atau standar penilaian itu 

diketahui oleh bawahan, atasan perlu menjelaskan terlebih dahulu 

kepada bawahan, agar bawahan mengetahui tujuan yang harus 

dicapainya dengan menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan 

kepadanya.  

2. Mengadakan penilaian (evaluate) 

Dalam proses pengawasan sangat diperlukan tindakan penilaian. 

Penilaian dimaksudkan untuk membandingkan hasil pekerjaan 

bawahan dengan standar yang telah ditetapkan. Dari laporan 

tertulis yang disusun oleh bawahan, baik laporan rutin maupun 

laporan istimewa, maksudnya pengawasan yang khusus ditujukan 

kepada hal-hal yang bersifat istimewa didalam perusahaan tersebut, 
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atau langsung menghubungi bawahan untuk menanyakan hasil 

pekerjaan atau bawahan dipanggil untuk memberikan laporan lisan. 

3. Mengadakan tindakan perbaikan (corrective action) 

Proses terakhir ini dilaksanakan bila proses sebelumnya dapat 

dipastikan terjadi penyimpangan. Dengan tindakan perbaikan yang 

diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan sesungguhnya atau 

nyata dengan rencana yang telah ditentukan. Untuk dapat 

melaksanakan tindakan perbaikan, maka yang harus kita analisa 

adalah penyebab terjadinya penyimpangan tersebut, maka barulah 

diambil tindakan perbaikan. 

2.2.2 Macam-macam Pengawasan 

Menurut Soewarno (2006:139), bahwa objek pengawasan 

dilakukan terhadap produk, uang, waktu dan orang, sedangkan dari segi 

subyeknya pengawasan dibagi menjadi empat macam, yaitu : 

1. Pengawasan dari dalam 

Pengawasan yang dilakukan oleh atasan atau unit pengawasan 

dibentuk oleh organisasi itu sendiri. Unit pengawasan ini bertindak 

atas nama pimpinan organisasi dan bertugas mengumpulkan data 

dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi itu, data 

dan informasi tersebut kemudian digunakan oleh atasan untuk 

mengevaluasi baik untuk kemajuan maupun kemunduran dalam 

pelaksanaan pekerjaan. Kemudian hasil pengawasan ini dapat 

dipergunakan untuk menilai kebijaksanaan atau keputusan atasan.  
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2. Pengawasan dari luar 

Pengawasan ini dilakukan oleh orang-orang atau unit pengawasan 

dari luar organisasi. Pengawasan ini dilakukan atas nama pimpinan 

organisasi karena permintaannya atau pengawasan itu dilakukan 

atas nama atasan dari pimpinan organisasi itu. Pengawasan dari 

luar dilakukan oleh instansi, misalnya Balai Besar Pengawas Obat 

dan Makanan. 

3. Pengawasan formal 

Pengawasan ini dilakukan oleh unit pengawasan yang berwenang 

dapat secara intern maupun ekstern. Pelaksanaan pengawasan ini 

prosedurnya telah ditentukan, misalnya periode waktu pertanggung 

jawaban, periode waktu membuat laporan dan waktu pemeriksaan. 

Pengawasan ini dilaporkan secara periodik mengetahui 

perekembangan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakannya kepada 

pimpinan. Inti dari pengawasan ini ialah agar atasan dapat 

mengikuti perkembangan yang terjadi di dalam organisasi tersebut. 

4. Pengawasan informal 

Pengawasan ini biasanya dilakukan oleh masyarakat baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung ialah 

pengawasan oleh masyarakat melalui media masa, surat kabar dan 

majalah. Sedangkan pengawasan tidak langsung ialah pengawasan 
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yang dilakukan oleh masyarakat melalui perwakilan-perwakilan 

lembaga. 

2.2.3 Indikator-indikator Pengawasan 

Menurut Siagian (2007:130) indikator-indikator pengawasan 

diantaranya  yaitu : 

1. Pengawasan harus mempunyai kejelasan tentang pencapaian tujuan 

dalam mengadakan perbaikan. 

2. Dalam pelaksanaan pengawasan, manager harus adil dan bijak 

dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. 

3. Pengawasan harus bersifat fleksibel, dimana jika terjadi perubahan-

perubahan pada pelaksanaan, pengawasan dapat menyesuaikan diri 

dengan keadaan. 

4. Pengawasan harus berjalan secara efektif dan efisien. 

5. Pengawasan harus bersifat membimbing agar terjadi perbaikan. 

2.2.4 Prinsip-prinsip pengawasan 

Menurut Manullang (2012:173-174) dua prinsip pokok yang 

merupakan suatu conditio sine qua non bagi suatu sistem pengawasan 

yang efektif ialah adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi-

instruksi, serta wewenang kepada bawahan. Setelah kedua prinsip pokok 

diatas, maka suatu sistem pengawasan haruslah mengandung prinsip-

prinsip berikut : 

1. Dapat mereflektir sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari 

kegiatan-kegiatan yang harus diawasi 
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2. Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan penyimpangan 

3. Fleksibel 

4. Dapat mereflektir pola organisasi 

5. Ekonomis 

6. Dapat dimengerti 

7. Dapat menjamin diadakannya tindakan korektif 

2.2.5 Tujuan Pengawasan 

Pengawasan diperlukan dan harus dilakukan dalam organisasi agar 

terlaksananya rencana yang telah disusun dan mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Pengawasan penting untuk dilakukan untuk menghindari dan 

mengantisipasi terjadinya penyimpangan/pelanggaran. Tujuan utama 

pengawasan adalah untuk memahami apa yang salah demi perbaikan 

dimasa yang akan datang agar rencana dan tujuan dapat berjalan dengan 

maksimal. 

Menurut Manullang (2012:173) tujuan utama dari pengawasan 

adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. 

Untuk dapat benar-benar merealisasikan tujuan utama tersebut, maka 

pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan 

sesuai dengan intstruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui 

kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam 

pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat 

diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu ataupun 
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waktu-waktu yang akan datang. Menurut Brantas (2009:190-191) tujuan 

dari pengawasan adalah : 

1. supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang 

telah direncanakan 

2. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan 

3. Supaya tujuan yang dicapai sesuai dengan rencana 

4. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, 

penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan 

5. Mencegah terulang kembali kesalahan penyimpangan, 

penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidakadilan 

6. Mendapatkan cara-cara yang lebih baik atau membina yang lebih 

baik 

7. Menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi dan 

akuntabilitas organisasi 

8. Meningkatkan kinerja organisasi 

9. Mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah-

masalah pencapaian kinerja yang ada 

10. Dan menciptakan terwujudnya pemerintah yang bersih. 

2.3 Konsep Kosmetik Ilegal 

Kosmetik dikatakan ilegal apabila kosmetik tidak memiliki izin 

edar dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) baik 

buatan Indonesia maupun luar negeri dan tidak sesuai dengan ketentuan 
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baik persyaratan mutu, keamanan, kemanfaatan, dan dapat merugikan 

masyarakat. 

Kosmetik harus memenuhi ketentuan yang terdapat di BBPOM 

yaitu kemasan kosmetik harus mencantumkan label/penandaan yang berisi 

informasi yang benar dan lengkap meliputi nama kosmetik, kegunaan, cara 

penggunaan, komposisi, nama negara produsen, nama dan alamat 

pemohon notifikasi, ukuran isi atau berat bersih, tanggal kadaluarsa, 

peringatan/perhatian, dan nomor notifikasi. Adapun yang termasuk dalam 

kemasan ialah : 

1. Izin edar (notifikasi kosmetik) 

2. Kedaluwarsa 

Pasal 1 ayat 5 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan 

Makanan RI Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang 

pengawas produksi dan peredaran kosmetik, yang dimaksud dengan 

peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, 

penjualan dan penyediaan di tempat serta penyimpanan baik untuk 

perdagangan dan bukan untuk perdagangan. 

Pasal 2 keputusan Kepala BBPOM Republik Indonesia Nomor 

HK.00.05.4.1745 tentang kosmetik menyebutkan bahwa kosmetik 

diedarkan harus memenuhi persyaratan berikut : 

1. Menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu 

serta persyaratan lain yang ditetapkan. 
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2. Diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang 

baik. 

3. Terdaftar dan mendapatkan izin edar dari BBPOM. 

Pasal 35 keputusan Kepala BBPOM RI Nomor HK.00.05.4.1745 

tentang pengawasan kosmetik memutuskan bahwa : 

1. Pengawasan dilakukan oleh Kepala Badan, mencakup pelaksanaan 

fungsi sekurang-kurangnya standarisasi, penilaian, sertifikasi, 

pemantauan, pengujian, pemeriksaan, penyidikan. 

2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

terhadap kegiatan produksi, impor, peredaran, penggunaan, dan 

promosi kosmetik. 

3. Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) Kepala Badan dapat mengangkat pemeriksa. 

Dalam pasal 39 keputusan Kepala BBPOM RI Nomor 

HK.00.05.4.1745 tentang sanksi yaitu : 

1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam keputusan ini dapat 

diberikan sanksi administratif berupa : 

a. peringatan tertulis; 

b. penarikan kosmetik dari peredaran termasuk penarikan iklan; 

c. pemusnahan kosmetik; 

d. penghentian sementara kegiatan produksi, impor, distribusi, 

penyimpanan, pengangkutan dan penyerahan kosmetik; 
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e. pencabutan sertifikat dan atau izin edar sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dan atau pasal 10 ayat (1) 

2. Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat pula dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

kosmetik ilegal tak jarang mengandung bahan-bahan berbahaya, 

dimana telah banyak dijumpai kasus efek samping dari penggunaan 

kosmetik ilegal tersebut. seperti alergi pada kulit, break out, infeksi mata, 

kanker kulit hingga kematian. 

Faktor utama beredarnya kosmetik ilegal adalah faktor ekonomi 

yang mendorong pelaku memalsukan kosmetik demi mendapatkan 

keuntungan yang sebanyak-banyaknya karena kosmetik asli harganya jauh 

lebih mahal. Adapun faktor-faktor lain diantaranya : 

1. Kurangnya pengawasan terhadap barang yang masuk ke wilayah 

kota khususnya pada pintu masuk seperti pelabuhan atau bandara. 

2. Kurangnya pengetahuan masyarakat untuk membedakan kosmetik 

asli dengan palsu membuat peredaran barang ini marak terjadi, 

umumnya masyarakat hanya tertarik pada harga yang murah tanpa 

mengetahui bahan dasar dari pembuatan kosmetik tersebut. 

Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPOM Pusat dan 

Balai Besar Pengawas POM di daerah termasuk BBPOM Kota Pekanbaru 
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terhadap produk kosmetik mengacu pada keputusan kepala BBPOM 

Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik : 

1. Sebelum produk memasuki pasar (Pengawasan Preventif) 

Sebelum produk kosmetik masuk kepasaran, produsen atau pelaku 

usaha harus memperhatikan seluruh aspek rangkaian kegiatan 

produksi dengan menrapkan sistem Cara Pembuatan Kosmetik 

yang Baik (CPKB) untuk menjamin mutu. Keamanan kemanfaatan 

kosmetik bagi pemakainya. Bagi produsen atau pelaku usaha yang 

telah menerapkan CPKB, akan diberikan sertifikat sesuai bentuk 

sediaan yang dibuat dan produk yang telah mendapat sertifikat 

dapat dilepas kepasar. Disini pihak produsen harus memantau dan 

mengawasi produk yang dilepas kepasaran untuk menghindari hal-

hal yang tidak diinginkan. Seperti terjadinya keluhan kerusakan 

produk, produk kedaluwarsa dan sebagainya. 

2. Setelah produk memasuki pasar (Pengawasan Repressive) 

Pemantauan dan pengawasan terhadap produk kosmetik dilakukan 

pihak BBPOM dengan cara melakukan inspeksi ke sarana 

produksi/importir dan sarana lainnya. Inspeksi dilakukan dengan 

cara pemeriksaan rutin/khusus laporan konsumen dan Meskos, 

yaitu suatu kegiatan yang dilakukan BBPOM dan pelaku usaha 

meliputi pengumpulan data, pencatatan, dan evaluasi efek samping 

yang timbul karena pemakaian produk kosmetik, seperti produk 
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kosmetik mengandung bahan berbahaya, produk kedaluwarsa dan 

sebagainya maka akan dilakukan tindak lanjut berupa sanksi 

pidana kepada produsen yang lalai terhadap mutu, keamanan dan 

kemanfaatan produknya. 

3. Pengawasan Sanksi 

Sanksi yang dimaksud disini yaitu pemberian sanksi pada produsen 

ataupun pelaku usaha untuk produk yang tidak memenuhi syarat 

mutu, keamanan dan faktor lain yang berkaitan dengan produk 

tersebut. pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dapat 

dikenakan sanksi administratif berupa : 

a. Peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali; 

b. Penghentian sementara kegiatan produksi dan distribusi; 

c. Pembekuan dan pemabatalan surat persetujuan; 

d. Penarikan produk dari peredaran dan pemusnahan; 

Selain dapat dikenakan sanksi administratif, dapat pula dikenakan 

sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

2.4 BBPOM 

Tugas BBPOM di Kota Pekanbaru berdasarkan pasal 3 Peraturan 

BPOM Nomor 12 Tahun 2018, Unit Pelaksana Teknis BPOM mempunyai 

tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan 
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obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Sedangkan fungsi BBPOM di Kota Pekanbaru berdasarkan pasal 4 

Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018, Unit Pelaksana Teknis BPOM 

menyelenggarakan fungsi : 

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan; 

2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana fasilitas produksi Obat dan 

Makanan; 

3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana fasilitas distribusi Obat dan 

Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian; 

4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produk dan/atau 

distribusi Obat dan Makanan; 

5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan; 

6. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan; 

7. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan 

Obat dan Makanan; 

8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan 

masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan; 

9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat 

dan Makanan; 
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10. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang 

pengawasan Obat dan Makanan; 

11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; 

12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan. 

Pengawasan dalam Hukum Administrasi Negara berkaitan dengan 

peranan aparatur pemerintah selaku penyelenggaraan tugas-tugas umum 

pemerintah dan pembangunan. Bentuk peran serta pemerintah dalam 

melakukan pengawasan terhadap beredarnya kosmetik ilegal ialah dengan 

adanya Lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).  

Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 

2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013. Dan di revisi 

menjadi Perpres Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM. 

2.5 Pengawasan Kosmetik Ilegal dalam Pandangan Islam 

Dalam pandangan islam, pengawasan merupakan kegiatan yang 

dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka menjamin terlaksananya 

kegiatan dengan konsisten. Dalam islam Allah telah menggariskan konsep 

pengawasan, konsep yang diberikan oleh islam adalah telah mencakup 

semua orang mukmin, sejak ia baligh sampai matinya dan dari perkataan, 

perbuatan sampai pada kata hatinya. 
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Firman Allah tentang konsep pengawasan. Secara umum (Q.S 

Surat Al-Fajr, 89:14) 

 

Artinya : “Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi” 

Berdasarkan ayat tersebut pengawasan dalam islam dilakukan 

untuk meluruskan yang bengkok, mengoreksi yang salah dan 

membenarkan yang hak. Pengawasan dalam islam berupa pengawasan dari 

diri, yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Orang 

yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka orang itu 

akan bertindak hati-hati. 

Tentang kebersamaan-Nya dalam berbagai aktivitas yang kita 

lakukan (Q.S Al-Hadid, 57:3). 

خِرُ وَانظَّاهِرُ وَاناباَطِنُُۚ وَهُوَ  ٰ لُ وَالْا وََّ ءٍ عَهيِامهُوَ الْا ٌ  بكُِمِّ شَيا  

  

Artinya : “Dialah Yang Awal dan Yang Akhir, Yang Zhahir dan 

Yang Bathin, dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”. 

Berdasarkan ayat di atas, tujuan dari melakukan pengawasan, 

pengendalian dan koreksi adalah untuk mencegah seseorang jatuh 

terjerumus kepada sesuatu yag salah. Tujuan lainnya adalah agar kualitas 

kehidupan meningkat. Inilah yang dimaksud dengan tausiyah, dan bukan 
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untuk menjatuhkan. Ayat di atas juga menjelaskan bahwa setiap kegiatan 

yang dilakukan di muka bumi selalu diawasi Oleh Allah SWT.  

Dalam melakukan pengawasan BBPOM juga harus sesuai dengan 

syariat islam, Al-Quran memberikan konsepsi yang tegas agar hal yang 

bersifat merugikan tidak terjadi. Allah SWT memberikan arahan kepada 

setiap orang yang beriman untuk mendesain rencana apa yang dilakukan 

dikemudian hari. 

Tujuan dilakukan pengawasan merupakan upaya pengecekan atas 

jalannya perencanaan untuk menghindari kegagalan. Balai Besar diberikan 

amanah untuk melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik yang 

beredar diseluruh Indonesia supaya produk yang akan dikonsumsi aman 

dan telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Mengingat masih 

adanya produk yang ilegal beredar di pasaran yang tentunya berbahaya 

bagi konsumen yang tidak mengetahuinya. 

Kosmetik illegal merupakan kosmetik yang tidak memiliki izin 

edar dan belum melalui uji lab yang tentunya belum diketahui zat-zat dan 

bahan-bahan kandungannya. Dalam islam halal serta haram tidak hanya 

mencakup makanan dan minuman yang kita konsumsi, akan tetapi lebih 

dari itu, halal dan haram merupakan persoalan kehidupan manusia secara 

keseluruhan. Kosmetik dapat dikatakan haram jika membahayakan dan 

apabila terdapat beberapa kandungan yang seharusnya tidak digunakan 

dalam produk kecantikan. 
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Sedangkan dalam islam, mengkonsumsi atau menggunakan baik 

makanan maupun produk yang halal dan haram sudah jelas terkandung 

dalam Al-Qur’an. Produk halal diartikan sebagai produk-produk yang 

dibuat dari bahan dan proses yang halal sesuai ketentuan islam. Selain itu, 

produk halal juga dapat dipastikan mengandung bahan baku yang aman, 

terjamin dan berkualitas. 

Halal yang berarti diizinkan adalah salah satu prinsip moralitas 

dalam islam, dan merujuk pada apa pun yang sah menurut hukum islam. 

Produk halal kecantikan tentu dibuat dengan peralatan yang bersih dan 

harus diproduksi dengan bahan yang tidak berbahaya bagi manusia. 

Mengkonsumsi bahan yang tidak halal atau memakainya pada kulit tentu 

melanggar aturan islam serta menjadikan penghalang bagi wanita muslim 

saat melakukan shalat. 

Sertifikasi halal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Khusus untuk 

produk kosmetik, kewajiban sertifikasi halal ditetapkan sejak 17 Oktober 

2021. Saat ini Indonesia masih dalam masa transisi untuk perusahaan 

kosmetik mempersiapkan pemenuhan regulasi dengan melakukan 

sertifikasi produk halal.  

Dari data LPPOM MUI, jumlah perusahaan kosmetik yang sudah 

melakukan sertifikasi halal sebanyak 794 perusahaan, dengan sertifikasi 

halal sejumlah 1.913, dan produk kosmetik yang telah tersertifikasi halal 
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sejumlah 75.385 produk sejak 2017. Produk bersertifikasi halal ini 

dilakukan demi menjamin keamanan produk.  

Dalam islam, ada beberapa alasan kosmetik diperbolehkan dalam 

islam ; 

Pertama, Allah mencintai keindahan. Seperti dalam HR. Muslim 

yang berbunyi “sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai 

keindahan. Dalam kalimat ini memiliki makna yang agung, yakni 

dari makrifat (pengetahuan) dan suluk (perilaku). Maka dari itu 

alangkah baiknya jika senantiasa menjaga keindahan pula agar 

dicintai Allah. 

Kedua, mempercantik diri dalam islam adalah ibadah. Seperti 

dalam HR. Ath-Thabrani yang berbunyi “sebaik-baik istri adalah 

yang menyenangkan jika engkau melihatnya, taat jika engkau 

menyuruhnya, serta menjaga dirinya disaat engkau pergi”. 

Maknanya seorang istri tidak boleh memperlihatkan keadaan yang 

tidak disukai suaminya. Ia harus selalu menjaga kebersihan dirinya, 

sebab kersihan merupakan bagian dari iman. 

Ketiga, ketika laki-laki mau menikah. Seperti dalam HR. Bukhari 

yang berbunyi “wanita dinikahi karena empat perkara; karena 

hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, maka 

pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung. 

Maknanya ialah sebagai seorang perempuan bahkan dituntut untuk 
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selalu menjaga kecantikannya sejak sebelum menikah yang mana 

kecantikannya tersebut dibarengi dengan agamanya yang baik”. 

Kosmetik juga tidak dapat diperbolehkan untuk digunakan karena 

beberapa sebab. Berikut alasan makruh atau haramnya menggunakan 

kosmetik ; 

Pertama, haram karena kandungannya. Terdapat beberapa 

kandungan yang seharusnya tidak digunakan dalam produk 

kecantikan. 

Kedua. Tata caranya. Tata cara dalam melakukan kecantikan juga 

harus diperhatikan. Karena banyak klinik yang melakukan praktik 

kecantikan yang dilarang oleh islam, seperti merubah bentuk 

aslinya. 

Ketiga, cara memperolehnya. Mendapatkan produk kosmetik 

dengan jalan yang salah seperti mencuri dan riba yang sangat 

dilarang oleh islam. 

Keempat, Allah melarang kita berlebih-lebihan dan mubazir, 

contohnya yaitu wajah menjadi putih dan glowing yang berlebihan. 

Kelima, pamer dan sombong. Kosmetik tujuannya bukanlah untuk 

tabaruj (menampakkan). 

Rasulullah SAW bersabda, “mencari suatu yang halal adalah 

kewajiban bagi setiap muslim”. Menggunakan produk yang halal dapat 

mempengaruhi kualitas hubungan kita dengan Allah SWT.serta untuk 

mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tidak hanya itu, memilih 
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menggunakan produk yang halal merupakan wujud keimanan kita kepada 

Allah SWT serta dapat mencegah timbulnya penyakit. 

Sesungguhnya apa yang dilarang oleh islam ialah suatu hal yang 

memudharatkan. Maka dari itu alangkah baiknya kita mendahulukan serta 

mengutamakan mencari yang halal baik dari makanan atau minuman 

sampai kepada produk kosmetik dan lainnya.   

 

2.6 Penelitian Terdahulu 

1. Cut Desi Wandasari dengan judul Peran Balai Besar Pengawas 

Obat dan Makanan Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik 

Ilegal dalam Perlindungan Hukum di Kota Banda Aceh. 

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu perlindungan hukum pada 

masyarakat terhadap peredaran kosmetik ilegal. Berdasarkan hasil 

penelitian pemerintah sudah mengeluarkan peraturan perundang-

undangan terkait pengawasan peredaran kosmetik ilegal, namun 

masih ditemui konsumen yang mengalami kerugian akibat 

menggunakan produk kosmetik ilegal. Yang berarti bahwa pengguna 

kosmetik belum terlindungi karena pemerintah belum menghentikan 

kosmetik ilegal yang beredar. 

2. Neri Widya Ramailis M.Krim dan Deki Putra Wandi S.Sos dengan 

judul Peran BPOM Kota Pekanbaru dalam Mengawasi 

Perdagangan Kosmetik Ilegal. Berdasarkan hasil penelitian, para 

pegawai BPOM melakukan sosialisasi kepada penjual kosmetik 
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disetiap toko serta memperkenalkan kepada masyarakat ciri-ciri serta 

dampak dari kosmetik ilegal, melaksanakan pengamatan dengan cara 

langsung terjun kelapangan/pelabuhan yang dicurigai, melakukan 

patroli, melakukan kerja sama dengan instansi terkait, melakukan 

penangkapan terhadap suplier dalam bentuk pengadaan kosmetik 

ilegal yang besar. Sedangakan dari sisi penegak hukum, Undang-

undang kesehatan No. 8 Tahun 2009 pasal 1999 pasal 62 ayat (1) 

dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara atau denda 

paling banyak 1-5M. 

3. Fitri Rahmawati dengan judul Strategi Pengawasan Balai Besar 

Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh Terhadap Peredaran 

Kosmetik Ilegal Melalui Media Sosial di Kota Banda Aceh. 

Berdasarkan hasil penelitian, strategi pengawasan yang dilakukan 

oleh BBPOM di Banda Aceh di lakukan dengan dua cara, yaitu pre 

market dan post market. Untuk mengukur keberhasilan dari 

pengawasan yang dilakukan, peneliti menggunakan indikator 

pengawasan yakni akurat, tepat waktu, objektif, dan menyeluruh. 

Namun penelitian ini mengatakan bahwa pengawasan yang di 

lakukan oleh BBPOM belum berjalan dengan efektif, yang 

disebabkan oleh keterbatasan sumber daya yang berkompeten dan 

kurangnya peran dan kesadaran dari masyarakat terhadap isu 

kosmetik ilegal. 
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4. Rizky Adi Yuristyarini dengan judul Pengawasan Terhadap 

Peredaran Kosmetik Berbahaya Teregister BPOM yang di 

Lakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang Berdasarkan 

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 

1175/MENKES/PER/VIII/2010 (Studi Dinas Kesehatan Kota 

Malang). Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Kesehatan melakukan 

pengawasan dengan cara sosialisasi ke toko-toko kosmetik dan salon 

di Kota Malang. Apabila ada laporan dari masyarakat tentang 

penemuan kosmetik atau krim wajah berbahaya teregister BPOM, 

Dinas Kesehatan Kota Malang akan melaporkannya ke BPOM. 

Berdasarkan hasil penelitian ini dalam melakukan pengawasan 

terdapat hambatan internal yaitu dana yang kurang dan hambatan 

eksternal yaitu pelaku usaha yang melakukan kesalahan tetapi tidak 

mau dipublikasikan kepada masyarakat. 

5. Adek Fitri dengan judul Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal 

oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota 

Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan 

dilapangan oleh peneliti, pengawasan peredaran kosmetik ilegal oleh 

BBPOM Kota Pekanbaru belum efektiv, penulis melihat bagaimana 

pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal yang dilakukan oleh 

BBPOM di Kota Pekanbaru yang di lihat dari : masih adanya 

penemuan produk kosmetik ilegal di Kota Pekanbaru, karena belum 

rutinnya melakukan pengawasan ke sarana-sarana penjualan 
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kosmetik serta pengambilan tindakan koreksi yang belum 

memberikan efek jera bagi pelaku usaha. Adapun hambatan dalam 

melakukan pengawasan seperti kurangnya sumber daya manusia 

dimana jumlah petugas pada bidang pemeriksaan masih kurang 

sedangkan jumlah sarana distribusi kosmetik selalu mengalami 

peningkatan, biaya atau dana yang dibutuhkan saat melakukan 

pengawasan serta sosialisasi yang di lakukan BBPOM Kota 

Pekanbaru masih belum efektif sehingga pengetahuan masyarakat 

tentang persyaratan kosmetik yang boleh digunakan masih sangat 

minim. 

2.7 Definisi Konsep  

Menurut Singarimbun (2006:33) mendefinisikan bahwa definisi 

konsep adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara 

abstrak kejadian,, keadaan kelompok individu yang manjadi pusat 

perhatian dalam ilmu sosial. 

1. Pengawasan, pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran 

kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung 

pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah 

ditetapkan tersebut. Pengawasan merupakan proses untuk 

memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan 

apa yang telah direncanakan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan 

sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan 

atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. 
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2. Kosmetik, kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan 

untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, 

kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran 

mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, 

mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau 

melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. 

3. Kosmetik ilegal, kosmetik dikatakan ilegal apabila kosmetik tidak 

memiliki izin edar dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan 

(BBPOM) baik buatan Indonesia maupun luar negeri dan tidak 

sesuai dengan ketentuan baik persyaratan mutu, keamanan, 

kemanfaatan, dan dapat merugikan masyarakat. Kosmetik harus 

memenuhi ketentuan yang terdapat di BBPOM. 

4. Balai Besar Penegawas Obat dan Makanan yang disingkat dengan 

BBPOM adalah lembaga pemerintah yang berfungsi dalam 

melakukan pengawasan terhadap obat-obatan dan makanan yang 

beredar ditengah masyarakat. 

2.8 Konsep Operasional 

Menurut (Singarimbun, 2006) definisi konsep operasional 

merupakan suatu cara untuk mengukur variabel-variabel, sehingga dengan 

pengukuran ini dapat diketahui apa saja yang menjadi pendukung untuk 

dianalisa dari variabel tersebut. 
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Konsep Operasional Pelaksanaan Pengawasan Produk Kosmetik Ilegal Oleh 

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru 

No  Variabel Indikator Sub Indikator 

1 Bentuk 

Pengawasan yang 

dilakukan 

berdasarkan 

Keputusan Kepala 

BBPOM Nomor 

HK.00.05.4.1745 

Tentang Kosmetik 

a. Sebelum produk 

memasuki pasar 

(Preventif) 

a. Standar mutu dan 

keamanan kosmetik 

b. Standar label kosmetik 

b. Setelah produk 

memasuki pasar 

(Repressive)  

a. Pemantauan peredaran 

kosmetik 

b. Penilaian produk 

kosmetik 

c. Pengawasan sanksi  a. Melakukan pembinaan 

b. Melakukan pemberian 

sanksi 

Sumber : Keputusan Kepala BBPOM 
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2.9 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan pandangan ini dapatlah digambarkan kerangka 

pemikiran penelitian sebagai berikut : 

Kerangka Pemikiran 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Keputusan Kepala BBPOM 

 

 

 

Keputusan Kepala BBPOM Nomor HK.00.05.4.1745 

Tentang Kosmetik 

Sebelum produk 

memasuki pasar 

(Preventif) 

Setelah produk 

memasuki pasar 

(Repressive) 

Pengawasan sanksi 

1. Standar mutu kosmetik 

2. Standar label kosmetik 1. Pemantauan peredaran 

kosmetik 

2. Penilaian produk 

kosmetik 

1. Melakukan pembinaan 

2. Melakukan pemberian 

sanksi 

Terwujudnya pengawasan yang baik terhadap 

peredaran kosmetik 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Dalam penulisan proposal ini peneliti akan melakukan penelitian di 

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) beralamat di jalan 

Diponegoro No.10, Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota 

Pekanbaru, Riau, 28156, adapun waktu pelaksanaan penelitian ini akan 

dilaksanakan pada bulan Juni 2022 sampai dengan selesai. 

3.2. Jenis Penelitian dan Sumber Data  

3.2.1 Jenis  

Jenis Penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian dengan cara 

mendeskripsikan secara langsung fenomena yang terjadi pada objek 

penelitian. Menurut Sugiyono (2019:18) metode penelitian kualitatif 

adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme 

(tepatnya fenomenologi), yang digunakan untuk mneneliti pada kondisi 

obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana 

peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data 

dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna 

dari generalisasi. Penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan 

cenderung menggunakan analisis. Oleh karena itu penulis memilih 
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menggunakan metode penelitian kualitatif agar penelitian dapat terarah 

lebih tepat sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mengetahui bagaimana 

pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM terhadap beredarnya produk 

kosmetik ilegal di Kota Pekanbaru. 

3.2.2 Sumber Data  

Dalam setiap penelitian untuk dapat mendukung proses dan hasil 

penelitian tersebut, maka dibutuhkan data-data yang pasti dan nyata dari 

objek penelitian. Dalam hal ini sumber data yang dipakai adalah :  

1. Data Primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti 

dari objeknya. Yang mana data primer disini diperoleh melalui 

pengamatan langsung di lapangan, hasil wawancara.  

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data 

primer yang didapat dari instansi yang bersangkutan. Yang mana 

data sekunder disini diperoleh melalui catatan yang dimiliki oleh 

instansi seperti, media internet, serta berbagai literatur-literatur dan 

tinjauan pustaka yang relevan dan mendukung penelitian ini.           

3.3. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan 

peneliti adalah :   

1. Observasi  

Observasi adalah penelitian yang dilakukan melalui pengamatan 

langsung. Penyidikan yang dijalankan secara sistematis dan 
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menggunakan alat indera terutama mata terhadap kejadian-kejadian 

yang ada dilapangan.  

2. Wawancara   

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2019), wawancara adalah 

merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna 

dalam suatu topik tertentu.  Esterberg dalam Sugiyono (2019) 

mengemukakan beberapa macam wawancara yaitu : wawancara 

terstruktur, wawancara semi terstruktur dan tidak terstruktur.  

Sugiyono (2019) mengemukakan wawancara terstruktur digunakan 

sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul 

data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang 

akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, 

pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa 

pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya pun 

telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden 

diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.  

Sugiyono (2019) Wawancara semi terstruktur, jenis wawancara ini 

termasuk dalam kategori in-depth interview, di mana 

pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara 

terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk 

menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak 

yang diajakwawancara diminta pendapat dan ide-idenya.  
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Wawancara tak berstruktur, menurut Sugiyono (2019) adalah 

wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan 

pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan 

lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang 

digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan 

ditanyakan, namun untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam 

tentang responden, maka peneliti dapat juga menggunakan 

wawancara tidak terstruktur. 

3. Dokumentasi  

Sugiyono (2019) mengemukakan dokumentasi merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.  

3.4. Informan Penelitian  

Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan penelitian yang 

memahami informasi tentang objek penelitian (Sugiyono, 2011). Informasi 

yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan 

bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan.  

Selanjutnya, penentuan subjek penelitian atau responden yang 

dianggap sebagai key informan dilakukan dengan cara purposive 

sampling. Seperti yang dikemukan oleh Natoatmodjo (2015) bahwa, 
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teknik Purposive sampling yakni sebuah pemilihan sampel berdasarkan 

ciri-ciri tertentu.  

Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan penelitian yang 

memahami informasi tentang objek penelitian. Informasi yang dipilih 

harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk 

penelitian yang dilakukan.  

Tabel 3.1 

Informan penelitian 

No. Informan Jabatan  

1 Seti Sumartini Staff Bagian Penindakan 

2 Syelviane Pelle Co. Bagian Infokom 

3 Yenita  Staff Bagian Infokom 

4 Aini  Masyarakat 

5 Nisa Masyarakat  

6 Nilam  Pelaku Usaha 

7 Yeni Pelaku Usaha 

Jumlah 7 Orang 

 

Untuk setiap pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber 

disesuaikan dengan informan meskipun mengacu pada indikator yang 

sama. 

 

3.5. Teknik Analisis Data  

Teknik analisa data yang digunakan adalah metode yang bersifat 

deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan hasil pengamatan dan 

wawancara yang diperoleh terkumpul, data tersebut kemudian 



55 

 

 

dikelompokkan menurut jenisnya dan ditambahkan dengan keterangan-

keterangan yang sifatnya mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian. 

Sehingga dapat diketahui gambaran tentang bagaimana pengawasan yang 

dilakukan oleh BBPOM terhadap beredarnya kosmetik ilegal. Data 

tersebut kemudian dikelompokan menurut jenisnya dan ditambahkan 

dengan keterangan-keterangan yang sifatnya mendukung dalam 

menjelaskan hasil penelitian. Berikut teknik analisis data yang akan 

digunakan oleh peneliti : 

1. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi 

data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 

Kegiatan reduksi data berlangsung terus menerus, terutama selama 

proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama 

pengumpulan data.selama pengumpulan data berlangsung, terjadi 

tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri 

tema, dan menulis memo. 

2. Triangulasi 

Triangulasi merupakan teknik analisis data dengan 

menggabungkan dari tiga jenis teknik pengambilan data, yaitu 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Triangulasi dapat 

diartikan sebagai tindak lanjut dalam mengecek keabsahan suatu 
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data. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran 

data juga dilakukan untuk memperkaya data. 

3. Menarik Kesimpulan 

Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang peneliti 

mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola 

penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab dan 

akibat proposisi. Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan 

meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan 

“final” akan muncul. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1 Sejarah Singkat Kota Pekanbaru 

Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, 

Indonesia. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di pulau 

Sumatra dan termasuk kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi, dan 

urbanisasi yang tinggi. Kota ini pada awalnya merupakan sebuah kota 

kecil yang memiliki pasar (pecan) yang bernama Payung Sekaki atau 

Senapelan. Hari jadi kota ini ditetapkan pada tanggal 23 Juni 1784. Kota 

Pekanbaru Berkembang pesat dengan didukung oleh perdagangan dan 

pertambangan minyak bumi serta pelaksanaan otonomi daerah. (dalam 

Wikipedia) 

4.1.1 Geografis 

Secara geografis, Kota Pekanbaru memiliki posisi strategis yakni 

berada pada jalur Lintas Timur Sumatra, yang terhubung dengan beberapa 

kota seperti Medan, Padang, dan Jambi, dengan wilayah administrative, 

diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian Utara dan Timur, sementara 

bagian Barat dan Selatan oleh Kabupaten Kampar. Kota Pekanbaru ini 

dibelah oleh sungai Siak yang mengalir dari Barat ke Timur dan berada 

pada ketinggian berkisar antara 5-50 meter di atas permukaan laut. Kota 

ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 

34,1 derajat celcius hingga 35,6 derajat celcius, dan suhu minimum antara 
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20,2 derajat celcius hingga 23,0 derajat celcius. Sebelum tahun 1960 

Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 kilometer persegi yang kemudian 

bertambah menjadi 62,96 kilometer persegi dengan 2 kecamatan yakni 

Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Perkembangan 

Kecamatan ini terus dimekarkan hingga pada tahun 2003 Kecamatan di 

Kota Pekanbaru menjadi 12 Kecamatan. (dalam Wikipedia) 

4.1.2 Demografis 

Demografis adalah ilmu yang mempelajari tentang kependudukan 

manusia disuatu wilayah atau daerah. Demografis di Kota Pekanbaru 

dimulai dari kepercayaan atau agama yang dianut oleh masyarakatnya 

yang beragam. 

Tabel 4.1 

Komposisi Agama di Kota Pekanbaru Tahun 2021 

Agama Jumlah (%) 

Islam 84,54 

Protestan 10,12 

Buddha 3,81 

Katolik 1,50 

Hindu 0,02 

Konghucu 0,01 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Riau 2021 

Selain agama yang beragam hal ini diimbangi dengan jumlah 

penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun. 
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Tabel 4.2 

Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru 

Tahun 
Jumlah Penduduk 

(Orang) 

2005 720.197 

2006 754.467 

2007 779.899 

2008 779.899 

2010 897.767 

2019 954.373 

2020 983.356 

Sumber: Pekanbaru.bps.go.id 

Adanya agama yang beragam tentu akan berpengaruh pada Bahasa 

dan suku yang beragama pula di Kota Pekanbaru, seperti Indonesia, 

Melayu, Minang, Batak dan Tionghoa, serta dengan jumlah penduduk 

yang banyak membuat Kota Pekanbaru di bagi dalam 12 Kecamatan dan 

83 Kelurahan. Dengan zona waktu WIB (UTC+07:00) dan kode pos 

287111. 

4.2 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) 

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BBPOM 

bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah 

berperan penting dalam mengatur dan mengawasi peredaran kosmetik 
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ilegal dipasaran sehingga dapat menjamin keamanan mutu dan 

kenyamanan para konsumen. 

4.2.1 Latar Belakang Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang 

cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, 

kosmetika dan alat kesehatan. Dengan menggunakan teknologi modern, 

industri-industri tersebut kini mampu memproduksi dalam skala yang 

sangat besar mencakup berbagai produk dengan “range” yang sangat luas. 

Dengan dukungan kemajuan teknologi transportasi dan entry 

barrier yang makin tipis dalam perdagangan internasional, maka produk-

produk tersebut dalam waktu yang singkat mampu menyebar ke berbagai 

negara dengan jaringan distribusi yang sangat luas dan mampu 

menjangkau seluruh strata masyarakat. 

Kondisi masyarakat terhadap produk-produk termasuk cenderung 

terus meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat 

termasuk pola konsumsinya. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih 

belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara 

tepat, benar, dan aman. Di pihak iklan dan promosi secara gencar 

mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan 

seringkali tidak rasional. 

Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional 

dan gaya hidup konsumen tersebut pada realitanya meningkatkan resiko 

implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila 
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terjadi produk sub standar, rusak atau terkontaminasi oleh bahan 

berbahaya maka resiko yang terjadi akan berskala besar dan luas serta 

berlangsung secara amat cepat. 

Untuk itu, Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan 

Makanan (SisPOM) yang efektif dari efisien yang mampu medeteksi, 

mencegah dan mengawasi produk-produk termaksud untuk melindungi 

keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam 

maupun di luar negeri. Untuk itulah dibentuk Balai Pengawas Obat dan 

Makanan (BPOM). 

4.2.2 Lokasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) berlokasi di 

jalan Diponegoro No.10, Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota 

Pekanbaru, Riau, 28156. 

4.2.3 Visi misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

Visi : 

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan 

Indonesia maju dan berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan 

gotong royong” 

Misi: 

1. Membangun SDM unggul terkait obat dan makanan dengan 

mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa 

dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia. 
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2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha obat dan 

makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka 

membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing 

untuk kemandirian bangsa. 

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan serta 

penindakan kejahatan obat dan makanan melalui sinergi 

pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan 

guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa 

aman pada seluruh warga. 

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya 

untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang obat 

dan makanan. 

4.2.4 Tugas utama BPOM 

Berdasarkan pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 

2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan: 

1. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di 

bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan 

2. Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat 

adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan 

olahan. 
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Tugas Unit Pelaksana Teknis 

 Berdasarkan peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020, Unit 

Pelaksana Teknis BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis 

operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja 

masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

4.2.5 Fungsi Utama BPOM 

Berdasarkan Pasal 3 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 

2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM mempunyai 

fungsi: 

1. Dalam melakukan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat 

dan Makanan; 

b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat 

dan Makanan; 

c. Penyusunan dan penerapan norma, standar, prosedur dan 

kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan 

pengawasan selama beredar; 

d. Pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan selama 

beredar; 

e. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan 

dengan instansi pemerintah pusat dan daerah; 
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f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

pengawasan Obat dan Makanan; 

g. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat 

dan Makanan; 

h. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian 

dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di 

lingkungan BPOM; 

i. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi 

tanggung jawab BPOM; 

j. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM, 

dan 

k. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada 

seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM. 

2. Pengawasan sebelum beredar 

Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan obat dan 

makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk 

menjamin obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan 

persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk yang 

ditetapkan. 

3. Pengawasan selama beredar  

Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan obat dan 

makanan selama beredar untuk memastikan obat dan makanan 
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yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamana, 

khasiat/manfaat dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan 

penegakan hukum. 

4.2.6 Kewenangan 

Berdasarkan pasal 4 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 

2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan 

tugas pengawas obat dan makanan, BBPOM mempunyai kewenangan: 

1. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar 

dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta 

pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan dan 

peraturan perundang-undangan; 

2. Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat 

dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan  

3. Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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4.2.7 Struktur Organisasi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan 

(BBPOM) di Pekanbaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: pekanbaru.pom.go.id 
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4.2.8 Rincian Tugas Bagian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

(BBPOM) di Kota Pekanbaru 

Untuk mendukung tugas-tugas BPOM di Pekanbaru sesuai dengan 

peran dan fungsinya diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian 

dan untuk mendukung tugas-tugas BBPOM sesuai dengan peran dan 

fungsinya. Adapun rincian tugas masing-masing bagian dari struktur 

organisasi adalah sebagai berikut: 

1. Bidang Pengujian 

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang 

pengujian kimia dan mikrobiologi obat dan makanan. 

Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia 

dan mikrobiologi obat dan makanan; 

b. Pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi obat dan 

makanan dan 

c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

pengujian kimia dan mikrobiologi obat dan makanan. 

Bidang pengujian terdiri dari: 

a. Seksi Pengujian Kimia, yang mempunyai tugas melakukan 

pengujian kimia obat dan makanan. 

b. Seksi Pengujjian Mikrobiologi, yang mempunyai tugas 

melakukan pengujian mikrobiologi obat dan makanan. 
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2. Bidang Pemeriksaan 

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang 

inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi 

obat dan makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta 

sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk obat dan 

makanan. 

Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan 

sertifikasi sarana/fasilitas produk dan/atau distribusi obat dan 

makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta 

sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk obat 

dan makanan. 

b. Pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau 

distribusi obat dan makanan dan sarana/fasilitas pelayanan 

kefarmasian. 

c. Pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau 

distribusi dan produk obat dan makanan. 

d. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) obat dan 

makanan dan 

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau 

distribusi obat dan makanan dan sarana/fasilitas pelayanan 
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kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh 

(sampling) produk obat dan makanan. 

Bidang pemeriksaan terdiri dari : 

a. Seksi inspeksi, yang mempunyai tugas melakukan inspeksi 

sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan 

makanan dan sarana/fasilitas pelayanan, kefarmasian serta 

pengambilan contoh (sampling) produk obat dan makanan. 

b. Seksi sertifikasi, yang mempunyai tugas melakukan 

sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan 

produk obat dan makanan. 

3. Bidang Penindakan 

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang 

penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang pengawasan obat dan makanan. 

Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan 

penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan 

makanan. 

b. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

pengawasan obat dan makanan. 
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c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang 

intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan 

perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan 

makanan. 

4. Bidang Informasi dan Komunikasi 

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang 

pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan 

masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di 

bidang pengawasan obat dan makanan. 

Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan 

komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di 

bidang pengawasan obat dan makanan. 

b. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan 

masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan. 

c. Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang 

pengawasan obat dan makanan. 

d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang 

pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan 

masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan. 

5. Bagian Tata Usaha 
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Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, 

program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik 

negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, 

urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata 

persuratan serta kerumah tanggaan. 

Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan rencana, program dan anggaran. 

b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan. 

c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan. 

d. Pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana. 

e. Pelaksanaan urusan kepegawaian. 

f. Pengelolaan teknologi dan informasi dan 

komunikasi.Pelaksanaan urusan perlengkapan dan 

kerumahtanggaan dan 

g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja. 

Bagian Tata Usaha terdiri dari: 

a. Sub bagian program dan evaluasi, yang mempunyai tugas 

melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, 

pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta 

pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja. 
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b. Sub bagian umum, yang mempunyai tugas melakukan 

pengelolaan persuratan, kerasipan, kepegawaian, teknologi 

informasi komunikasi, perlengkapan dan kerumahtanggaan. 

6. Kelompok Jabatan Fungsional 

Melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas: 

a. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional 

Pengawas Farmasi dan Makanan, Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil, Perencana, Arsiparis dan jabatan fungsional lain sesuai 

dengan bidang keahliannya. 

b. Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana 

dimaksud pada poin a dikoordinasikan oleh tenaga fungsional 

senior yang ditunjuk oleh kepala. 

c. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada poin 

a, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

d. Jenis jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada 

poin a diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengawasan kosmetik ilegal oleh 

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru, maka penulis 

menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengawasan terhadap kosmetik ilegal yang dilakukan oleh Balai 

Besar POM di Pekanbaru belum optimal terhitung ada beberapa jenis 

produk kosmetik ilegal yang beredar dipasaran. Balai Besar POM 

melakukan pengawasan dimulai dari sebelum produk beredar hingga 

setelah beredar dan juga upaya yang dilakukan oleh Balai Besar POM 

dalam melakukan perbaikan yaitu memberikan pembinaan serta 

pemberian sanksi. Balai Besar POM bekerja sama dengan instansi 

terkait dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik 

ilegal. 

2. Adapun yang menjadi hambatan dalam pengawasan terhadap 

kosmetik ilegal diantaranya masih kurangnya Sumber Daya Manusia 

(SDM) dalam melakukan pengawasan, intensitas pengawasan yang 

belum efektif dan juga kurangnya partisipasi dan kesadaran dari 

masyarakat. 
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6.2 Saran 

1. Balai Besar POM dalam melakukan pengawasan kosmetik ilegal 

sebaiknya dilakukan secara optimal dan meningkatkan intensitas 

pengawasan, agar meminimalisir peredaran kosmetik tanpa izin edar 

(ilegal). 

2. Menambah sumber daya manusia supaya dalam melakukan 

pemantauan bisa lebih efektif. 

3. Balai Besar POM diharapkan kedepannya meningkatkan sosialisasi 

dan penyuluhan kepada lapisan masyarakat untuk lebih memperhatikan 

masalah keamanan dan mutu produk kosmetik yang akan digunakan. 

4. Untuk masyarakat diharapkan lebih kritis dan teliti dalam memilih 

produk kosmetik, dan diharapkan jika menemukan tindakan 

penyimpangan agar melapor ke Balai Besar POM agar bisa 

ditindaklanjuti. 
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